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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas
perkenan-Nya para peneliti Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian,
Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan karya tulis ilmiahnya
yang tersusun dalam buku yang bertajuk “Implementasi Undang-
Undang Bidang Kesejahteraan Sosial”.

Buku ini terbit sebagai hasil kajian mengenai pelaksanaan
peraturan dalam bentuk undang-undang di bidang sosial oleh para
penulis yang turut diperkaya dengan keterlibatan langsung para
penulis dalam berbagai undang-undang yang dibahas di DPR RI. Tulisan
ilmiah dirangkai untuk melihat apa yang menjadi fokus kebijakan
sosial dalam upaya pemerintah melaksanakan pembangunan sosial
melalui program-program di tingkat nasional dan daerah. Buku ini
terdiri dari lima tulisan yang mengangkat tema kesehatan, lingkungan,
dan gender.

Saya menilai kelima karya tulis ilmiah memiliki sekuensi dan
konektivitas yang baik dalam mendukung keberlanjutan pengaturan
di bidang perundang-undangan tentang permasalahan sosial. Buku ini
diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep,
strategi, dan implementasi perundang-undangan bidang sosial di
Indonesia.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para
peneliti Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI yang telah berupaya
menuangkan pemikirannya dalam buku ini sembari berharap agar
di masa mendapatng dapat menghasilkan buku-buku lainnya. Saya
berkeyakinan bahwa invensi dan inovasi yang dihasilkan dalam buku
ini akan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti dalam
perumusan kebijakan pembangunan sosial ke depan.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi
yang mendalam kepada penulis yang secara inovatif dan
konstruktif telah berusaha memberikan sumbang pikir yang terbaik
dalam pembangunan masyarakat dan bangsanya. Saya berikan
penghargaan dan terima kasih mendalam kepada Sali Susiana
atas sumbangan pemikirannya dalam merancang dan melakukan
kegiatan penyuntingan, sehingga buku ini layak untuk dibaca dan
dapat bermanfaat bagi pengembangan kebijakan pembangunan
sosial. Amin.

Jakarta, Oktober 2016
Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP,, M.Si.
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PROLOG

Kesejahteraan sosial dalam arti yang sangat luas mencakup
berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat
kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pertemuan Panitia Kerja Pra-
Konferensi Kesejahteraan Sosial Internasional yang ke-15
merumuskan pengertian Kesejahteraan Sosial sebagai:  “Social
welfare is all the organized social arragements which have as their
direct and primary objective the well-being of people in social context.
It includes the broad range of policies and services which are
concerned with various aspects of people live-their income, security,
health, housing, education, recreation, cultural traditions,
etc”(Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang
terorganisasi dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya
tercakup pula kebijakan dan pelayanan yang terkait dengan berbagai
kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan; jaminan sosial;
kesehatan; perumahan; pendidikan; rekreasi; tradisi budaya, dan
sebagainya).

Elizabeth Wickenden menyatakan bahwa: “Social welfare
includes those laws, programs, benefits and services which assure of
strengthen provisions for meeting social needs recognized to the well-
being of the population and the better functioning of the social
order”(Kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya adalah peraturan
perundang-perundangan, program, manfaat dan pelayanan yang

menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan

vii
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sosial yang mendasar dari masyarakat serta menjaga ketentraman
dalam masyarakat).

Dikaitkan dengan tugas dan fungsi Pusat Penelitian,
khususnya Bidang Kesejahteraan Sosial, menjadi relevan untuk
mengkaji bagaimana implementasi undang-undang yang terkait
dengan bidang kesejahteraan sosial, karena sebagaimana dinyatakan
oleh Elizabeth Wickenden, peraturan perundang-undangan juga
merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan sosial.

Buku ini berisi lima tulisan yang berusaha memberikan
gambaran mengenai implementasi beberapa undang-undang yang
terkait dengan bidang kesejahteraan sosial untuk selanjutnya dapat
dimanfaatkan oleh DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan
yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang.

Diawali dengan tulisan dari Rahmi Yuningsih berjudul
“Implementasi Regulasi Sertifikasi, Registrasi, dan Lisensi
Tenaga Kesehatan” yang membahas mengenai berbagai peraturan
yang terkait dengan sertifikasi, registrasi, dan lisensi tenaga
kesehatan; bagaimana sejarah regulasi sertifikasi, registrasi dan
lisensi tenaga kesehatan; dan bagaimana implementasinya di
lapangan. Hal ini menjadi penting mengingat dalam beberapa tahun
ini konsep registrasi dan lisensi ada di setiap penyusunan Rancangan
Undang-Undang yang terkait dengan masalah kesehatan seperti RUU
tentang Tenaga Kesehatan dan RUU tentang Keperawatan. Terlebih
saat ini di DPR tengah dibahas mengenai RUU Kebidanan yang salah
satu pengaturannya juga mengenai kebijakan sertifikasi, registrasi,

dan lisensi tenaga kebidanan.

viii
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Tulisan berikutnya masih dari bidang kesehatan, berjudul
“Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Menurut Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” yang ditulis
oleh Tri Rini Puji Lestari. Dalam tulisan ini dibahas bagaimana
pentingnya rehabilitasi narkotika dalam penanganan pecandu dan
korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi narkotika
serta bagaimana penyelenggaraannya bila dikaitkan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Isu tentang pornografi selalu menarik untuk diperdebatkan.
Dina Martiany melalui tulisan berjudul “Tinjauan Pornografi dari
Perspektif Gender dan Implementasi UU No. 44 Tahun 2008”
berusaha membahas mengenai isu pornografi dari perspektif gender
dan implementasi undang-undang tentang pornografi, yaitu Undang-
Undang No. 44 Tahun 2008. Dua pertanyaan penting yang diajukan
oleh penulis adalah (1) Bagaimana tinjauan pornografi dari
perspektif gender dan bagaimana perempuan diposisikan dalam
pornografi?; dan (2) Bagaimana implementasi UU No. 44 Tahun 2008
tentang Pornografi?

Masalah kesejahteraan sosial tidak dapat dilepaskan dari
lingkungan di mana manusia hidup dan menjalankan aktivitasnya
sehari-hari. Kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi hampir
setiap tahun merupakan salah satu masalah lingkungan yang dapat
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan itu tulisan
dari Sri Nurhayati Qodriyatun berjudul “Kearifan Lokal dalam
Pembukaan Lahan dengan Cara Bakar: Implementasi Pasal 69

Ayat (2) UU PPLH” menjadi penting untuk disimak. Meskipun
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berbagai peraturan perundang-undangan memberikan batasan
dalam pembukaan lahan dengan bakar, namun dalam praktiknya
perbuatan membuka lahan dengan cara bakar tidak sesuai dengan
apa yang sudah diatur sehingga memunculkan tudingan bahwa
masyarakat tradisional yang membuka lahan dengan bakar menjadi
salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh
karena itu, menjadi menarik untuk mempertanyakan hal berikut: (1)
masih adakah kearifan lokal dalam membuka lahan dengan bakar;
(2) apakah kearifan lokal dalam membuka lahan dengan bakar
memang menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan; (3) apakah
Pemerintah perlu melakukan revisi UU PPLH; dan (4) bagaimana kita
dapat melindungi masyarakat tradisional yang masih menerapkan
pembukaan lahan dengan bakar dalam tradisi mereka?

Lingkungan yang sehat menjadi salah satu faktor yang turut
berperan dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Tulisan kelima
sekaligus menjadi penutup buku ini masih berkaitan dengan
lingkungan, meskipun dikaitkan dengan aspek psikologis. Melalui
tulisannya berjudul “Kepatuhan terhadap Peraturan tentang
Kawasan Dilarang Merokok di Kantor Pemerintahan di DKI
Jakarta”, Sulis Winurini menguraikan berbagai faktor yang
mempengaruhi tingkat kepatuhan para perokok untuk tidak
merokok di Kawasan Dilarang Merokok (KDM). Tulisan difokuskan
pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang
Kawasan Dilarang Merokok.

Demikianlah lima tulisan yang terdapat dalam buku ini.
Meskipun tidak mewakili seluruh aspek kesejahteraan sosial, namun

setidaknya seluruh tulisan tersebut dapat memberikan gambaran
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EPILOG

Dari uraian yang terdapat dalam kelima tulisan dalam buku
ini, tampak bahwa implementasi peraturan perundang-undangan di
bidang kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh banyak faktor, baik
yang bersifat internal maupun eksternal.

Dari pembahasan yang diuraikan dalam tulisan pertama,
terlihat bahwa hingga saat ini regulasi mengenai sertifikasi, registrasi
dan lisensi masih terus mengalami perkembangan. Ada beberapa hal
yang perlu digarisbawahi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi
DPR. Dalam fungsi legislasi, yaitu penyusunan RUU Kebidanan, hal-
hal yang menjadi catatan dalam implementasi sertifikasi hingga
lisensi berdasarkan peraturan sebelumnya dapat menjadi
pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Terkait fungsi anggaran,
DPR dapat memberikan pertimbangan pada anggaran KTKI guna
mempercepat peleburan MTKI, KKI, dan KFN ke dalam KTKI sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan. Dalam hal fungsi pengawasan, DPR dapat mengawasi
implementasi regulasi sertifikasi hingga lisensi, mengawasi biaya
administrasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada KTKI
guna pendaftaran STR, dan mengawasi kinerja KTKI.

Disadari bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya
penyelamatan generasi bangsa dari pecandu narkotika. Melalui
rehabilitasi narkotika yang komprehensif dan berkesinambungan,
tujuan dan sasaran yang tepat dalam pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

dapat diwujudkan. Kunci keberhasilan rehabilitasi narkotika adalah
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melakukan secepat mungkin. Untuk itu, diperlukan ketersediaan
sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia yang
kompeten dan profesional, serta adanya metode terapi yang tepat
dan teruji. Beberapa faktor yang menghambat upaya
penyelenggaraan rehabilitasi narkotika antara lain: 1) adanya
konstruksi dekriminalisasi pada pengaturan penyelenggaraan
rehabilitasi narkotika; (2) berkembangnya stigma negatif di
masyarakat terhadap pengguna narkotika dan berkembangnya rasa
malu jika diketahui sebagai pengguna narkotika; (3) minimnya
kuantitas dan kualitas lembaga rehabilitasi narkotika milik
pemerintah atau swasta; dan (4) kurangnya upaya preventif dan
promotif. Oleh karenanya diperlukan pengaturan penyelenggaraan
rehabilitasi narkotika yang bersifat humanis, sehingga amanat
undang-undang yang menjadikan penyelenggaraan rehabilitasi
sebagai sebuah kewajiban bagi pecandu dan korban penyalah guna
narkotika dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu juga
diperlukan koordinasi berbagai stakeholder terkait.

Berkaitan dengan Undang-Undang tentang Pornografi, dari
uraian sebelumnya jelas terlihat bahwa pornografi terkait berbagai
dimensi, tidak hanya moral dan seksual, namun juga mencakup
persoalan industri, kekerasan seksual, eksploitasi perempuan dan
anak, serta penegakan hukum. UU Pornografi sejak masa
penyusunannya telah menimbulkan kontroversi dan
implementasinya selama delapan tahun ini pun belum sepenuhnya
efektif. Masih banyak kelemahan dalam UU terutama dari segi teknis
dan yuridis. Untuk melindungi perempuan dari objektifikasi dan

eksploitasi perempuan melalui pornografi, maka diperlukan
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pengaturan yang komprehensif dan berpihak pada perempuan. Para
penegak hukum juga perlu diberikan wawasan perspektif gender
agar lebih memiliki sensitivitas dan keberpihakan terhadap
perempuan korban, sehingga Kketika melakukan pemeriksaan
terhadap perempuan tersangka pelaku pornografi, para penegak
hukum harus mendalami kemungkinan perempuan tersebut adalah
korban. Selain itu, harus diciptakan budaya hukum yang lebih
berperspektif gender dan tidak berpotensi mudah
mengkriminalisasikan perempuan. Sedangkan dari sisi penegakan
hukum terkait industri pornografi, sebaiknya fokus pada sektor
distribusi, antara lain aturan mengenai batasan usia tontonan;
penjualan majalah dan media 'dewasa’; dan penertiban penjualan
VCD/DVD.

Mengacu pada hasil pertemuan Panitia Kerja Pra-Konferensi
Kesejahteraan Sosial Internasional yang ke-15, kesejahteraan sosial
adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisasi dan mempunyai
tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam kerangka
kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya adalah dalam bentuk
peraturan perundang-undangan. Tulisan keempat dalam buku ini
menekankan bahwa wacana DPR dan Pemerintah untuk melakukan
revisi UU PPLH, terutama terkait pasal 69 perlu dicermati secara
bersama, karena dalam praktik di lapangan, masih banyak anggota
masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan bakar, baik
yang dilakukan secara terkendali atau pun tidak, baik yang dilakukan
dalam koridor kearifan lokal ataupun tidak. Revisi UU PPLH memang

diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah kembali
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terjadinya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, namun
revisi ini harus disertai berbagai upaya untuk melindungi
masyarakat, terutama masyarakat tradisional yang selama ini masih
menerapkan pembukaan lahan dengan bakar, antara lain: (1)
harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait
larangan membuka lahan dengan bakar; (2) sosialisasi bahaya,
dampak, dan kerugian akibat pembukaan lahan dengan bakar; (3)
sosialisasi sistem PLTB; (4) fasilitasi untuk melakukan PLTB; dan (5)
sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang larangan
membuka lahan dengan bakar.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, perilaku patuh
terhadap peraturan yang dilihat dari tiga faktor, yaitu sikap, norma
subyektif, dan perceived behavioral control, terlihat bahwa tiga faktor
tersebut tidak mendukung intensi mereka untuk mematuhi
peraturan mengenai Kawasan Dilarang Merokok (KDM). Oleh karena
itu, pelaksanaan pengawasan terhadap gedung-gedung perkantoran
perlu diperketat. Dalam rangka mendukung sikap, norma subyektif,
dan perceived behavioral control yang menjadi faktor penentu intensi
tersebut, pemerintah perlu secara aktif melakukan sosialisasi
peraturan mengenai KDM, meningkatkan konsekuensi negatif atas
pelanggaran yang terjadi di setiap area KDM, misalnya dengan
pengenaan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan, dan
mengintensifkan pengawasan.

Demikianlah penutup yang dapat disampaikan. Dengan
mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi
peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial, ke

depan diharapkan berbagai kendala yang dapat menghambat
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efektivitas implementasi dapat semakin diminimalisasi. Khusus
untuk DPR, diharapkan faktor-faktor penghambat tersebut dapat
lebih mendapat perhatian dan menjadi titik tolak serta fokus dalam
melaksanakan fungsi pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan
berbagai peraturan perundang-undangan maupun isu yang aktual

dan sedang dihadapi oleh masyarakat.
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